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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tentang Peran Desa dalam 

Intervensi Penurunan Stunting merupakan salah satu bentuk upaya penurunan kasus 

stunting di Desa Raya. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk menjadi pedoman desa 

dalam mengatasi masalah stunting yang terjadi di desa. Namun dalam 

pengimplementasian kebijakan ini kenyataannya masih terdapat anak yang mengalami 

stunting. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya komitmen dan koordinasi pemerintah 

desa, posyandu yang tidak mampu mengambil keputusan sebagai implementor, serta 

masyarakat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Raya. Metode penelitian 

yang digunakan dalam perumusan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil dari 

penelitian ini yaitu sudah kebijakan yang telah diputuskan oleh Bupati Karo sudah 

berjalan dengan cukup baik, namun dalam menjalankan kebijakan ini terdapat hambatan. 

Dalam kajian Periaku oragisasi dan antar organisasi ditemukan komitmen dan koordinasi 

yang dilakukan dengan pihak terkait belum mampu mendukung kebijakan secara 

maksimal. Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yaitu posyandu belum mampu 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus stunting di Desa Raya. Kemudian 

perilaku kelompok sasaran meskipun kebijakan ini disambut dengan baik namun kondisi 

ekonomi dan sosial menyebabkan stunting belum sepenuhnya diatasi di Desa Raya. 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Peran Desa, Stunting
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stunting (anak pendek ) merupakan salah satu isu besar yang sedang menjadi 

tantangan dunia khususnya negara bekembang seperti Indonesia. Stunting menjadi 

permasalahan kesehatan karena dapat menyebabkan resiko menghambat 

perkembangan otak, perkembangan monotorik, perkembangan mental, dan juga 

dapat menyebabkan kematian. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap anak-anak 

sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang (Asri, 2019).  

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1, stunting 

adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi 

kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya 

dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan 

KEMENKES No. 20 Tahun 2020 Pasal 2, parameter berat badan dan 

panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi: Berat Badan 

menurut Umur (BB/U), Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), 

Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB), dan Indeks 

Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U). 

Stunting secara sensitif dapat disebabkan  oleh berbagai faktor seperti 

kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak 

sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting juga dapat 
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terjadi ke$tika ibu hamil ke$kurangan gizi. Kondisi gizi ibu hamil be$rpe$ngaruh 

se$cara signifikan te$rhadap pe$rke$mbangan janin. Ibu hamil yang ke$kurangan gizi 

be$re$siko me$lahirkan bayi de$ngan be$rat dibawah rata- rata dan hal ini me$rupakan 

pe$nye $bab utama stunting (Hidayanti, dalam (Harlina, Hidayanty and Nur, 2021). 

Be$rdasarkan data yang dirilis ole$h Ke$me$nte$rian Ke$se$hatan tahun 2023 angka 

stunting se$cara nasional te$rcatat 21,5 pe$rse$n me$ngalami pe$nurunan se$be$sar 0,1 

pe$rse$n dari tahun 2022 yaitu 21,6 pe$rse$n. Se$lain itu, be$rdasarkan data Rise$t 

Ke$se$hatan Dasar (RisKe$sDas) me$nyatakan bahwa proporsi stunting pada balita 

te$rdampak status gizi pe$nde$k dan sangat pe$nde$k di Indone$sia sudah me$ngalami 

pe$nurunan dari 18,4% pada tahun 2022 me$njadi 16% pada tahun 2023 

(Ke$me$ntrian Ke$se$hatan RI, 2021). 

Salah satu dae$rah di Indone$sia yang me$nghadapi kasus stunting pada anak 

usia dini adalah Kabupate$n Karo. Dikutip dari data yang dite$rbitkan dalam be$ntuk 

artike$l bahwa pada tahun 2021 stunting di Kabupate$n Karo adalah 17.18%, 

ke$mudian me$ngalami pe$nurunan se$be$sar 16,26% dan me$ngalami pe$nuruan lagi 

pada tahun yang sama yaitu 8.88%. Namun ini masih me$njadi be$rita yang buruk 

kare$na be$lum me$ncapai targe$t Indone$sia dalam pe$nurunan kasus stunting. 

Be$rdasarkan fakta diatas maka Pe$me$rintah Kabupate$n Karo me$nge$luarkan 

ke$bijakan yang diharapkan mampu me$ngatasi masalah stunting ini yaitu, 

Pe$raturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021. Dimana tujuan dari ke$bijakan ini 

adalah untuk me$ningkatkan ke$se$hatan dan kualitas hidup anak-anak di de$sa. 
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Ke$bijakan ini me$ne$kankan pe$ntingnya kolaborasi antara pe$me$rintah de$sa, te$naga 

ke$se$hatan, dan masyarakat untuk me$ncapai targe$t pe$nurunan pre$vale$nsi stunting.  

De$ngan adanya ke$bijakan yang dike$luarkan ole$h Pe$me$rintah Kabupate$n Karo 

yang be$rtujuan untuk me$ningkatkan pe$ran de$sa dalam me$me$nuhi gizi masyarakat, 

dalam rangka me$ningkatkan pe$nge$lolaan program gizi yang le$bih baik, dan 

adanya komitme$n koordinasi antar se$ktor dalam upaya pe$rbaikan gizi, se$rta 

me$mpe$rkuat pe$laksanaan konse$p program gizi yang be$rsifat langsung dan tidak 

langsung. Diharapkan dapat mampu me$minimalisir kasus stunting.  

Namun pada ke$nyataanya stunting di Kabupate$n Karo masih te$rus te$rjadi. 

Upaya pe$nce$gahan stunting te$rus dilakukan ole$h Pe$me$rintah Kabupate$n Karo, 

salah satunya de$ngan me$mbe$rikan ke$we$nangan ke$pada de$sa untuk te$rjun ke$ 

lapangan se$cara langsung. De$sa me$rupakan organisasi te$rke$cil dalam 

pe$me$rintahan yang sah se$rta me$miliki hak dan ke$wajiban dalam me$ngatasi 

masalah stunting. De$ngan adanya Re$mbuk Stunting di Kabupate$n Karo yang 

dise$le$nggarakan ole$h Dinas Ke$se$hatan dan Pe$me$rintah Kabupate$n me$nunjukkan 

komitme$n pe$me$rintah dalam upaya be$rsama me$nangani masalah stunting untuk 

me$ningkatkan ke$se$hatan. Dalam ke$giatan Re$mbuk stunting diadakan diskusi dan 

pe$nandatangan komitme$n be$rsama untuk me$ndukung upaya pe$nanggulangan 

stunting. Masalah utama me$liputi re$ndahnya pe$mahaman gizi, pe$ran krusial 

pe$re$mpuan dalam pola makan ke$luarga, dan ke$ndala akse$s te$rhadap pangan 

be$rkualitas te$rutama di De$sa.  
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Me$skipun program ini sudah be$rjalan dan di tandatangani ole$h pe$me$rintah 

de$sa namun pada ke$nyataannya dalam pe$ngimple$me$ntasian tidak be$rjalan de$ngan 

optimal. Hal ini dikare$nakan kurangnya koordinasi antara Pe$tugas Puske$smas, 

Bidan De$sa, Kade$r dan Ke$pala De$sa yang me$ngakibatkan masyarakat be$lum 

me$ne$rima program yang dilaksanakan se$hingga program ini me$njadi salah 

sasaran. 

Masalah stunting di De$sa Raya dise$babkan ole$h banyak faktor lain; mulai 

dari ke$te$rbatasan masyarakat te$ntang pe$nge$tahuan gizi se$rta ke$te$rbatasan dalam 

akse$s ke$se$hatan. Tidak hanya masyarakat, pe$me$rintah de$sa juga masih kurang 

optimal dalam me$njalankan program ini di de$sa. Se$ring kali anggaran yang 

digunakan untuk program stunting tidak te$pat sasaran, se$hingga masalah stunting 

masih sulit untuk diatasi. Ke$te$rbatasan alat ukur se$rta pe$tugas ke$se$hatan di 

posyandu de$sa juga me$njadi salah satu pe$nye$bab masalah stunting sulit untuk 

diatasi.  

Be$rdasarkan pe$nje$lasan di atas, me$rupakan suatu hal me$narik bagi pe$ne$liti 

untuk me$ngkaji le$bih jauh te$ntang se$jauh mana kasus stunting yang te$rjadi dalam 

ruang lingkup masyarakat de$ngan me$ngangkat judul pe$ne$litian “Implementasi 

Kebijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam 

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan latar be$lakang yang te$lah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam pe$ne$litian ini adalah: “Bagaimana Imple$me$ntasi Ke$bijakan Bupati Karo 
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Nomor 34 Tahun 2021 te$ntang Pe$ran De$sa dalam Inte$rve$nsi Pe$nurunan Stunting 

Te$rinte$grasi di De$sa Raya?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk me$nge$tahui pe$ngimple$me$ntasian Ke$bijakan Bupati Karo Nomor 34 

Tahun 2021 te$ntang Pe$ran De$sa dalam Inte$rve$nsi Pe$nurunan Stunting Te$rinte$grasi 

di De$sa Raya 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Se$cara te$oritis diharapkan dapat digunakan bahan kajian re$fe$re$nsi kine$rja 

pe$me$rintah de$sa dalam me$nanggulangi masalah stunting di De$sa Raya, Kabupate$n 

Karo dan dapat me$ndukung ke$pe$rluan pe$ne$liti se$lanjutnya. 

1.4.2 Aspek Praktis 

Se$cara praktis diharapkan dapat me$njadi bahan e$valuasi dan bahan 

pe$rtimbangan untuk me$ningkatkan ke$be$rhasilan kine$rja pe$me$rintah de$sa dalam 

pe$nanggulangan stunting di De$sa Raya. 

1.5 Sitematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini me$nguraikan te$ntang latar be$lakang masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Pe$ne$litian, dan Siste$matika Pe$nulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 
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Pada bab ini me$nge$mukakan te$ntang te$ori-te$ori yang me$landasi pe$ne$litian, 

yang akan me$nguraikan te$ntang Ke$bijakan Publik, Imple$me$ntasi Ke$bijakan 

Publik, Stunting, Pe$me$rintah De$sa. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini be$risikan Je$nis Pe$ne$litian, De$fe$nisi Konse$p, Kate$gorisasi, 

Ke$rangka Konse$p, Narasumbe$r, Te$knik Pe$ngumpulan Data, Te$knik Analisis 

Data, Waktu dan Lokasi Pe$ne$litian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pe$nyajian data dan analisis hasil 

wawancara informasi dan narasumbe$r. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah ke$simpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Ke$bijakan publik se$cara se$de$rhana dapat diartikan se$bagai se$gala se$suatu yang 

dinyatakan ole$h pe$me$rintah untuk dike$rjakan atau tidak dike$rjakan. Ke$bijakan 

publik dide$finisikan se$bagai suatu pe$ndoman untuk tindakan yang be$rkaitan 

de$ngan pe$ngimple$me$ntasian filosofi, prinsip, visi, dan ke$putusan yang dituangkan 

ke$ dalam be$ntuk proye $k, program, dan aktivitas (Khan dan Khandake$r, 2016). 

Me$nurut pandangan Ge$rston (2002) dalam (Islamy, 2014) ke$bijakan publik itu 

bukan hanya be$risi se$rangkaian ke$putusan me$lainkan juga komitme$n dan tindakan 

nyata dari me$re$ka yang te$rlibat dalam pe$me$rintahan. Hal ini bisa dimaknai bahwa 

me$re$ka yang me$mbuat ke$putusan haruslah me$mpunyai komitme$n yang kuat 

te$rhadap ke$putusan yang te$lah dibuatnya, bahwa ke$putusan itu dibuat se$cara 

be$nar, be$risi substansi yang sangat bagus se$suai de$ngan ke$pe$ntingan masyarakat 

dan dapat dilaksanakan dalam be$ntuknya yang nyata me$nuju ke$ tujuan yang 

diinginkan. 

Ke$bijakan publik me$nurut Thomas Dye $ (Anggara, 2019 hal, 35)  adalah 

apapun pilihan pe$me$rintah untuk me$lakukan atau tidak me$lakukan (public policy 

is whate$ve$r gove$rnme$nt choose$ to do or not to do). Dalam pe$nge$rtian ini, maka 

pusat pe$rhatian ke$bijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan ole$h 

pe$me$rintah me$lainkan te$rmasuk juga apa saja yang tidak dilakukan ole$h 
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pe$me$rintah, justru de$ngan apa yang tidak dilakukan ole$h pe$me$rintah itu 

me$mpunyai dampak yang cukup be$sar te$rhadap masyarakat se$pe$rti halnya de$ngan 

tindakan-tindakan yang dilakukan ole$h pe$me$rintah. Ke$bijakan publik adalah 

se$bagai se$rangkaian ke$giatan yang sadar, te$rarah, dan te$rukur yang dilakukan ole$h 

Pe$me$rintah yang me$libatkan para pihak yang be$rke$pe$ntingan dalam bidang-

bidang te$rte$ntu yang me$ngarah pada tujuan te$rte$ntu pula. Se$hingga untuk 

e$fe$ktifitas ke$bijakan publik dipe$rlukan adanya ke$giatan sosialisasi, pe$laksanaan, 

dan pe$ngawasan ke$bijakan (Wijaya dkk., 2020). 

Se$bagaimana yang te$lah diuraikan di atas bahwa ke$bijakan public 

me$ngandung pe$nge$rtian se$bagai ke$putusan-ke$putusan pe$me$rintah yang 

me$mpunyai tujuan atau maksud te$rte$ntu. Hal ini se$pe$rti yang te$lah dike$mukakan 

ole$h Robe$rt T. Nakamura dan F.Swallood (dalam Sulae$man. 1998:5), bahwa 

ke$bijakan publik adalah se$rangkaian instruksi dari para pe$mbuat ke$putusan 

ke$pada pe$laksana ke$bijakan yang me$ngupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara 

untuk me$ncapai tujuan te$rse$but.  

Dalam me$wujudkan pe$ncapaian suatu tujuan, maka ke$bijakan me$me$rlukan 

adanya strate$gi dan taktik. Se$hubungan de$ngan hal itu Raksatiya (Sunggono, 

1994:21) me$nge$mukakan bahwa ke$bijakan se$bagai suatu strate$gi dan taktik yang 

diarahkan untuk me$ncapai suatu tujuan. Ole$h kare$na itu suatu ke$bijakan me$muat 

suatu tiga e$le$me$n, yaitu: 

1. Ide$ntifikasi dan tujuan yang ingin dicapai  
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2. Taktik atau strate$gi dari be$rbagai langkah untuk me$ncapai tujuan 

yang diinginkan 

3. Pe$nye$diaan be$rbagai masukan untuk me$mungkinkan pe$laksanaan 

se$cara nyata dari taktik atau strate$gi. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Imple$me$ntasi me$rupakan suatu tahapan yang sangat pe$nting dari rangkaian 

prose$s ke$bijakan se$te$lah pe$re$ncanaan ke$bijakan dite$tapkan atau dibuat, kare$na 

imple$me$ntasi ke$bijakan me$ne$ntukan ke$be$rhasilan suatu prose$s ke$bijakan dimana 

tujuan se$rta dampak ke$bijakan di hasilkan (Mahardika dan Nalar Rizki, 2021). 

Imple$me$ntasi ke$bijakan adalah me$ngimple$me$ntasikan suatu program yang 

te$lah dire$ncanakan dalam me$ncapai suatu tujuan te$rte$ntu. Me$nurut 

(Ayuningtyas,dkk, 2018) me$ngatakan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan adalah 

se$buah ke$giatan yang me$ndistribusikan (me$nyalurkan) ke$luaran ke$bijakan (to 

de$live$r policy output) yang dilaksanakan ole$h para pe$laksana ke$pada para 

ke$lompok sasaran (targe$t gorup) untuk me$wujudkan tujuan dari ke$bijakan. 

Se$dangkan pandangan dari Van Me$tte$r dan Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) 

me$nyatakan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan adalah tindakan yang dilaksanakan 

ole$h swasta dan pe$me$rintah baik se$cara ke$lompok maupun se$cara individu yang 

dimaksudkan untuk me$ncapai tujuan. 

Me$nurut Purwanto (2012) dalam (Ayuningtyas, Misnaniarti and Rayhani, 

2018) ,me$ngatakan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan me$rupakan se$buah ke$giatan 

yang me$ndistribusikan (me$nyalurkan) ke$luaran ke$bijakan (to de$live$r policy 
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output) yang dilaksanakan ole$h para pe$laksana ke$pada para ke$lompok sasaran 

(targe$t group) untuk me$wujudkan tujuan dari ke$bijakan. se$dangkan pandangan 

dari Franklin dan Re$ple$y dalam Budi Winarno (2007) me$ngatakan bahwa 

imple$me$ntasi me$rupakan apa yang te$rjadi se$te$lah undang-undang dite$tapkan yang 

me$mbe$rikan ke$kuasaan (otoritas) program, ke$untungan (be$ne$fit), ke$bijakan, atau 

suatu je$nis ke$luaran yang nyata (tangible$ output). Dalam hal te$rse$but istilah dari 

imple$me$ntasi me$nunjuk bahwa pada se$jumlah ke$giatan yang me$ngikuti 

pe$rnyataan maksud te$ntang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

dike$he$ndaki ole$h para pe$jabat pe$me$rintah.  

Be$rdasarkan be$be$rapa pandangan te$rse$but dapat disimpulkan bahwa 

imple$me$ntasi ke$bijakan me$rupakan suatu ke$giatan atau program de$ngan 

me$libatkan be$rbagai se$ktor te$rmasuk masyarakat, swasta, dan pe$me$rintah itu 

se$ndiri. Ke$bijakan yang diimple$me$ntasikan se$suai de$ngan ke$te$ntuan atau prose$s 

dapat me$mbawa program ke$ arah yang le$bih baik.  

Se$lanjutnya, pe$nulis me$nggunakan te$ori Sore$n C. Winte$r (2003) dalam 

me$nganalisis pe$rmasalahan imple$me$ntasi ke$bijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 

2021 te$ntang Pe$ran De$sa dalam Inte$rve$nsi Pe$nurunan Stunting Te$rinte$grasi di 

De$sa Raya. Pe$nulis me$nggunakan te$ori ini se$bagai pisau analisis dalam me$lihat 

pe$rmasalahan te$rse$but kare$na te$ori ini sangat re$le$van dan se$suai de$ngan topik 

pe$ne$litian yang be$rfokus pada analisis imple$me$ntasi ke$bijakan publik. Te$ori ini 

me$nawarkan ke$rangka konse$ptual yang kompre$he$nsif untuk me$mahami dinamika 

antara ke$bijakan yang dirancang dan pe$laksanaannya di lapangan. 
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Te$ori Sore$n C Winte$r me$lihat imple$me$ntasi ke$bijakan se$bagai suatu hal yang 

tidak be$rdiri se$ndiri, me$re$ka me$mpe$rke$nalkan pandangannya se$bagai “mode$l 

inte$grate$d”. Mode$l inte$grate$d me$nunjukkan bahwa sukse$s imple$me$ntasi 

dite$ntukan mulai dari formulasi sampai e$valuasi, yang de$ngan se$ndirinya be$rarti 

ada ke$te$rkaitan antara prose$s politik dan administrasi. 

Te$ori imple$me$ntasi ke$bijakan Sore$n C. Winte$r dalam (Fole$nsino, dkk, 2023) 

yang dise$but Mode$l Imple$me$ntasi Inte$gratif (Inte$grate$d Imple$me$ntation Mode$l). 

Ada be$be$rapa indikator-indikator yang dapat me$mpe$ngaruhi prose$s 

pe$ngimple$me$ntasian se$buah ke$bijakan yaitu, se$bagai be$rikut: 

1. Pe$rilaku organisasi dan antar organisasi  

Dime$nsi-dime$nsinya adalah komitme$n dan koordinasi antar 

organisasi. Pe$ne$rapan ke$bijakan publik dalam me$ncapai hasil yang 

optimal, jarang be$rlangsung de$ngan ke$lompok se$ndiri, tanpa 

me$nggunakan organisasi lain se$bagai pe$ndukung atau pe$rantara 

pe$laksana. Imple$me$ntasi ke$bijakan me$me$rlukan hubungan antar 

organisasi untuk me$mbawa pe$rubahan ke$bijakan umum ke$ dalam 

aturan yang je$las, dan ini be$rlangsung se$cara be$rke$lanjutan dalam 

prose$s sosial yang dapat me$ngkonve$rsi arah ke$bijakan me$lalui 

tindakan. Prose$s imple$me$ntasi dapat dite$rapkan me$lalui banyak cara. 

Salah satu cara diantaranya adalah imple$me$ntasi ke$bijakan dapat 

te$rpe$nuhi dalam suatu organisasi. Te$tapi, agar kine$rja imple$me$ntasi 

le$bih e$fisie$n dan e$fe$ktif, me$me$rlukan ke$rjasama dan koordinasi 

de$ngan be$rbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat 
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imple$me$ntasi dapat dite$mpuh pada organisasi formal, se$me$ntara 

administrasi pe$me$rintahan dapat dite$rapkan me$lalui hasil ke$bijakan. 

Pe$rke$mbangan hubungan antarorganisasi be$lakangan kian popular, 

se$hingga para praktisi dan sarjana me$lahirkan istilah kolaboratif yang 

me$ne$ntukan dan me$mpe$ngaruhi hasil suatu program. Be$be$rapa tahun 

te$rakhir muncul istilah yang le$bih dike$nal jaringan, dan manaje$me$n 

jaringan. Istilah se$cara ke$se$luruhan dike$nal dalam hubungan 

koordinasi antar organisasi yang dapat me$ningkatkan dan me$ne$ntukan 

pola imple$me$ntasi ke$bijakan. Faktor se$lanjutnya adalah prose$s 

imple$me$ntasi ke$bijakan organisasi dan antar organisasi ditandai ole$h 

adanya komitme$n dan koordinasi (Winte$r,2003).  

Dalam lingkungan imple$me$ntasi, komitme$n me$rupakan 

ke$se$pakatan be$rsama de$ngan instansi te$rkait dalam me$njaga stabilitas 

organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya 

de$ngan pe$laksana program. Hal te$rse$but dimaksudkan untuk me$njaga 

ke$mungkinan munculnya rasa e$goisme$ diantara organisasi pe$laksana 

program yang dapat me$mpe$ngaruhi hasil akhir dari suatu 

imple$me$ntasi. Kontribusi suatu organisasi te$rhadap imple$me$ntasi 

sangat te$rgantung input yang dite$rima dari hubungan inte$r organisasi 

se$cara timbal balik dan saling be$rgantung satu sama lain. De$ngan 

de$mikian, prose$s imple$me$ntasi ke$bijakan ke$bijakan dicapai pada titik 

optimal dalam me$re$alisasikan ke$butuhan dan ke$pe$ntingan. Pada 

tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urge$n dan 
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be$rpe$ngaruh te$rhadap pe$ne$ntuan strate$gi suatu imple$me$ntasi. 

Pe$ngaturan suatu ke$bijakan publik dapat dite$rapkan me$lalui dua atau 

le$bih organisasi. Se$bab, bagaimanapun, imple$me$ntasi ke$bijakan sangat 

rumit, dan tantangan atas tindakan yang dire$ncanakan le$bih be$sar, 

se$hingga ke$mungkinan untuk be$ke$rjasama se$cara khas akan le$bih 

rumit. Itulah se$babnya, kadangkala akibat ke$rumitan tadi me$mbuat 

pe$rmasalahan ke$bijakan te$rbe$ngkalai. Pe$me$rintah be$lum bisa 

me$ne$rapkan ke$bijakan yang me$nye$ntuh akar pe$rmasalahan antara yang 

satu de$ngan lainnya. 

2. Pe$rilaku Birokrasi Le$ve$l Bawah  

Dime$nsinya adalah diskre$si. Hal ini dimaksudkan se$bagai 

ke$mampuan untuk me$laksanakan dan me$njalankan program-program 

se$bagai ke$putusan pe$nting de$ngan me$nggunakan pe$ngaruh yang le$bih 

dominan di luar ke$we$nangan formal (diskre$si). Se$hingga me$nurut 

Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa pe$rilaku pe$laksanaan 

ke$bijakan se$cara siste$matika adakalanya me$nyimpang dari tugas 

te$rkait de$ngan ke$we$nangan se$laku pe$laksana ke$bijakan. Me$re$ka le$bih 

me$ngutamakan hubungan de$ngan masyarakat dalam pe$nyampaian 

ke$bijakan. Kare$na itu, birokrasi le$ve$l bawah me$njadi aktor yang 

e$se$nsial dalam imple$me$ntasi ke$bijakan publik, dan kine$rjanya sangat 

konsiste$n de$ngan standar program yang be$rkaitan de$ngan aktivitasnya 

(Parawangi,2011).  
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Kontribusi pe$mikiran Lipsky sangat pe$nting untuk me$mahami 

mode$l imple$me$ntasi yang satu ini, dan te$orinya le$bih khusus te$rhadap 

me$kanisme$ dalam me$nje$laskan be$rbagai ke$bijakan dan 

konse$kue$nsinya. Birokrasi le$ve$l bawah be$ke$rja dalam situasi yang 

ditandai de$ngan be$rbagai ke$butuhan masyarakat. Me$re$ka be$rupaya 

me$ngatasi pe$rmasalahan dan me$mbuat prioritas ke$bijakan, me$ngontrol 

dan me$modifikasi tujuan ke$bijakan be$rdasarkan pe$rse$psi masyarakat. 

Michae$l Lipsky (1980) me$nggambarkan birokrasi le$ve$l bawah ini 

se$bagai “jabatan yang be$rhubungan langsung de$ngan masyarakat”. 

Dan se$cara substansial, me$re$ka me$miliki pe$rtimbangan be$rkaitan 

de$ngan tugasnya masing-masing. Bahkan, be$rdasarkan posisinya 

dite$ngah masyarakat itu, me$re$ka me$miliki pe$luang le$bih be$sar dalam 

putusan ke$bijakan. Me$re$ka dapat me$mbe$ri pe$rtimbangan, 

me$nggunakan pe$ngaruhnya diluar ke$we$nangan formal, se$bagaimana 

Lipsky me$nye$but bahwa dalam imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ngaruh le$bih 

dominan be$rasal dari pe$ke$rja le$ve$l bawah ini. Pe$ke$rja le$ve$l bawah ini 

pada prinsipnya me$mpunyai pilihan pada hasil mana yang harus 

dicapai, dan bagaimana cara me$lakukannya. 

De$mikian halnya tokoh masyarakat, le$mbaga adat, konse$lor dan 

se$macamnya, se$cara rutin be$rhubungan de$ngan birokrasi le$ve$l bawah. 

Me$re$ka ini me$ngabdikan diri se$bagai “warga Ne$gara yang me$mbantu 

me$nciptakan dan me$lakukan pe$layanan publik be$rdasarkan norma”. 
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3. Pe$rilaku ke$lompok sasaran  

Pe$rilaku ke$lompok sasaran yang tidak hanya me$mbe$ri pe$ngaruh 

pada e$fe$k/dampak ke$bijakan, te$tapi juga me$mpe$ngaruhi kine$rja 

birokrat/aparat tingkat bawah. Dime$nsinya me$ncakup re$spon positif 

dan re$spon ne$gatif masyarakat dalam me$ndukung atau tidak 

me$ndukung ke$bijakan. Variabe$l pe$rilaku ke$lompok sasaran dalam 

imple$me$ntasi ke$bijakan publik adalah se$ke$lompok orang, organisasi, 

atau individu pe$ne$rima jasa yang be$rpe$ran bukan hanya dari sisi 

dampak ke$bijakan, te$tapi juga dalam me$mpe$ngaruhi kine$rja 

imple$me$ntasi program me$lalui tindakan positif dan ne$gatif 

(Winte$r:2003). 

De$ngan de$mikian, kine$rja imple$me$ntasi program sangat 

dipe$ngaruhi ole$h karakte$ristik partisipasi yakni me$ndukung atau 

me$nolak. Mode$l ini me$rupakan ke$rangka ke$rja yang me$nyajikan 

me$kanisme$ dan me$njadi faktor kunci yang dapat me$mpe$ngaruhi hasil 

akhir dari suatu imple$me$ntasi. Te$ntang siapa ke$lompok sasaran yang 

akan dipe$ngaruhi pe$rilakunya ole$h ke$bijakan, dan se$be$rapa jauh dapat 

me$matuhi atau me$nye$suaikan diri te$rhadap ke$bijakan yang 

diimple$me$ntasikan, sangat te$rgantung ke$pada ke$se$suaian isi ke$bijakan 

(program) de$ngan harapan me$re$ka. Hal yang tak kalah pe$ntingnya 

adalah faktor komunikasi, ikut be$rpe$ngaruh te$rhadap pe$ne$rimaan 

ke$bijakan ole$h se$ke$lompok sasaran. Te$rjadinya “e$rror” dan “distorsi” 
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atau prose$s komunikasi me$njadi titik le$mah dalam me$ncapai 

e$fe$ktivitas pe$laksanaan ke$bijakan (Parawangi,2011). 

Tingkat ke$gagalan suatu imple$me$ntasi ke$bijakan, sangat be$rbe$da-

be$da satu sama lain. Be$rdasarkan mode$l imple$me$ntasi ke$bijakan 

Winte$r di atas, maka ke$le$bihan yang dimiliki adalah ke$mampuan 

me$nginte$graksikan dan me$nye$de$rhanakan be$be$rapa mode$l 

imple$me$ntasi me$njadi satu mode$l yang tidak rumit te$rutama pada 

jaringan organisasi. Ke$le$mahannya adalah tidak me$nje$laskan le$bih 

rinci pe$nge$rtian pe$rilaku dan me$ngide$ntifikasi faktor-faktor yang ikut 

be$rpe$ngaruh dalam prose$s imple$me$ntasi ke$bijakan. 

2.3 Stunting 

Me$nurut WHO, stunting adalah gangguan pe$rke$mbangan yang te$rjadi pada 

anak akibat gizi buruk, infe$ksi be$rulang dan stimulasi psikososial yang tidak 

me$madai. Se$orang anak dide$finisikan stunting jika tinggi anak be$rdasarkan usia 

me$re$ka le$bih dari dua de$viasi di bawah Standar Pe$rtumbuhan Anak WHO (WHO, 

2015). 

Stunting me$rupakan salah satu dari se$kian banyak pe$rmasalahan gizi yang 

me$njadi pe$rhatian dunia. Stunting juga me$rupakan bagian dari tujuan yang ingin 

dicapai dalam Sustainable$ De$ve$lopme$nt Goal (SDGs) se$bagai wujud dari 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan. Stunting te$rmasuk ke$dalam bagian pe$mbangunan 

be$rke$lanjutan yaitu untuk me$nghilangkan se$gala be$ntuk malnutrisi atau ke$laparan 

salah satunya de$ngan me$ningkatkan ke$tahanan pangan (Je$ki dan Re$ni,2019) 

dalam (He$ndrayanti and Sari, 2023). 
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1. Faktor Pe$nye $bab Stunting  

Pe$nye$bab tidak langsung ke$jadian Stunting dipe$ngaruhi ole$h be$rbagai 

faktor se$pe$rti faktor e$konomi kare$na hal ini e$rat kaitannya de$ngan 

ke$mampuan me$me$nuhi asupan yang be$rgizi dan pe$layanan ke$se$hatan 

untuk ibu hamil dan balita., urbanisasi, siste$m pangan, jaminan sosial, 

siste$m ke$se$hatan, pe$mbangunan, Pe$ndidikan se$rta pe$mbe$rdayaan 

pe$re$mpuan. Pe$nye$bab lain dari kondisi anak stunting adalah postur tubuh 

ibu (pe$nde$k), jarak ke$hamilan yang te$rlalu de$kat, ibu yang masih re$maja. 

Tidak te$rlaksananya Inisiasi Me$nyusui Dini (IMD), gagalnya pe$mbe$rian 

Air Susu Ibu (ASI) e$ksklusif dan prose$s pe$nyapihan dini dapat me$njadi 

salah satu faktor te$rjadinya stunting. Se$dangkan dari sisi pe$mbe$rian 

makanan pe$ndamping ASI (MP ASI) pe$rlu dipe$rhatikan kuantitas, 

kualitas, ke$amanan dan ke$be$rsihan pangan yang dibe$rikan. (TNP2K e$t al., 

2018) Stunting tidak hanya be$rdampak pada gagal tumbuh anak, te$tapi 

juga dapat be$rdampak pada inte$le$ktual anak bahkan pe$nyakit kronis 

lainnya se$pe$rti kanke$r yang dapat me$ngganggu pe$ndapatan pe$rkapita 

Indone$sia dimasa yang akan datang (Ke$me$nte$rian PPN/ Bappe$nas, 2018, 

p. 04).  

2. Dampak Stunting  

Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi me$njadi dampak jangka 

pe$nde$k dan jangka panjang (Ke$me$nte$rian PPN/ Bappe$nas, 2018). Dampak 

te$rse$but adalah se$bagai be$rikut:  

a. Dampak jangka pe$nde$k  
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1) Pe$ningkatan ke$jadian ke$sakitan dan ke$matian  

2) Tidak optimalnya pe$rke$mbangan kognitif, motorik dan ve$rbal 

3) Pe$ningkatan biaya ke$se$hatan  

b. Dampak jangka panjang 

1) Postur tubuh yang tidak optimal saat de$wasa (le$bih pe$nde$k 

dibandingkan umurnya)  

2) Me$ningkatnya risiko obe$sitas dan pe$nyakit lainnya  

3) Me$nurunnya ke$se$hatan re$produksi Kapasitas be$lajar dan pe$rforma yang 

kurang optimal saat masa se$kolah  

4) Produktivitas dan kapasitas ke$rja yang tidak optimal.  

Masa e$mas pe$rtumbuhan adalah pada 100 HPK. Apabila masa e$mas ini tidak 

te$rjadi se$bagaimana me$stinya, maka pe$rtumbuhan tidak bisa dike$jar pada pe$riode $ 

be$rikutnya bahkan ke$tika gizinya dipe$nuhi de$ngan baik dan anak te$tap akan 

me$ngalami gangguan pe$rtumbuhan otak se$hingga akan be$rdampak pada masa 

de$pan anak (Fitri, 2018). 

2.4 Pemerintah Desa 

De$sa adalah tingkat pe$me$rintahan te$rke$cil yang ada dalam se$buah ne$gara. 

Dimana, pe$me$rintahan de$sa se$bagai unit le$mbaga pe$me$rintah yang paling 

be$rde$katan de$ngan masyarakat, posisi dan ke$dudukan hukumnya me$njadi 

pe$rde$batan di tingkat e$lit politik. Pe$me$rintah de$sa te$rdiri dari kata pe$me$rintah dan 

de$sa, pe$me$rintah be$rarti organ yang me$laksanakan atau pe$jabat yang me$njalankan 

ke$kuasaan ne$gara (Hajar, 2021). 
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Pe$me$rintahan De$sa, di dalam Pe$raturan Pe$me$rintah No. 72 Tahun 2005 

Te$ntang De$sa, pasal 1 ayat (6) me$nye$butkan bahwa pe$me$rintahan de$sa adalah 

pe$nye $le$nggaraan urusan pe$me$rintahan ole$h Pe$me$rintah De$sa dan Badan 

Pe$rmusyawaratan De$sa (BPD) dalam me$ngatur dan me$ngurus ke$pe$ntingan 

masyarakat se$te$mpat be$rdasarkan asal usul dan adat istiadat se$te$mpat yang diakui 

dan dihormati dalam siste$m Pe$me$rintahan Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia. 

Se$bagai unsur pe$nye$le$nggara pe$me$rintahan de$sa, pe$me$rintah de$sa me$mpunyai 

tugas me$nye $le$nggarakan urusan pe$me$rintahan, pe$mbangunan dan 

ke$masyarakatan. Sole$khan (2012) dalam (Hajar, 2021), be$rpe$ndapat bahwa 

apabila dilihat dari se$gi fungsinya, maka pe$me$rintah de$sa me$miliki fungsi: 

a. Me$nye $le$nggarakan urusan rumah tangga de$sa  

b. Me$laksanakan pe$mbangunan dan pe$mbinaan ke$masyarakatan  

c. Me$laksanakan pe$mbinaan partisipasi dan swadaya gotong   royong 

masyarakat 

d. Me$laksanakan pe$mbinaan ke$te$ntraman dan ke$te$rtiban masyarakat  

e. Me$laksanakan pe$mbinaan pe$re$konomian de$sa  

f. Me$laksanakan musyawarah pe$nye$le$saiaan pe$rse$lisihan.   

g. Dan lain se$bagainya. 

Se$suai de$ngan amanat Bupati Karo yang te$rtuang dalam Pe$raturan Bupati 

Karo Nomor 34 tahun 2021 te$ntang Pe$ran De$sa dalam Inte$rve$nsi Pe$nurunan 

Stunting Te$rinte$grasi, maka pe$me$rintah De$sa Raya wajib me$njalankan pe$ran yang 

te$lah dibe$rikan. Adapun pe$ran de$sa yang dimaksud adalah: 
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a. Me$lakukan sinkronisasi pe$re$ncanaan dan pe$nganggaran program ke$giatan 

pe$mbangunan de$sa untuk me$ndukung pe$re$ncanaan stunting; 

b. Me$nsosialisasikan ke$bijakan pe$nce$gahan stunting ke$pada masyarakat: 

c. Me$lakukan pe$ndataan te$rhadap ke$lompok sasaran, pe$rmasalahan te$rkait 

stunting, cakupan layanan dasar ke$pada masyarakat, kondisi pe$nye $dia 

layanan dan se$bagainya 

d. Pe$mbe$ntukan dan pe$nge$mbangan Rumah De$sa Se$hat (RDS) se$bagai 

se$kre$tariat be$rsama yang be$rfungsi untuk ruang be$lajar be$rsama, 

pe$nggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas ke$masyarakatan, akse$s 

informasi se$rta forum masyarakat pe$duli ke$se$hatan, pe$ndidikan dan sosial; 

e. Me$nye $le$nggarakan re$mbuk stunting de$sa 

f. Te$rsusunnya re$ncana aksi pe$nce$gahan stunting di de$sa 

g. Me$nyiapkan Kade$r Pe$mbangunan Manusia (KPM) dan pe$laku de$sa 

lainnya yang te$rkait de$ngan pe$nce$gahan stunting; 

h. Me$ningkatkan pe$layanan posyandu, pe$ningkatan layanan ke$giatan 

pe$ngasuhan,pe$nyuluhan pola hidup se$hat pada Pe$ndidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), dan lainnya dalam upaya pe$nce$gahan stunting; 

i. Me$ningkatkan atau me$mbangun sarana prasarana inte$rve$nsi se$nsitif se$suai 

ke$we$nangannya 

j. Me$ningkatkan kapasitas aparat de$sa, KPM, dan masyarakat me$lalui 

pe$latihan yang dilaksanakan ole$h pe$me$rintah,maupun le$mbaga non 

pe$me$rintah lainnya; 
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k. Pe$mantauan pe$laksanaan program/ke$giatan pe$nce$gahan stunting, se$rta 

pe$ngisian dan pe$laporan score$card de$sa ke$pada Pe$rangkat Dae$rah te$rkait; 

l. Me$lakukan e$valuasi te$rhadap pe$laksanaan pe$nce$gahan  stunting, me$ngukur 

capaian kine$rja de$sa dan me$laporkan ke$pada Bupati me$lalui Camat; 

m. Me$lakukan pe$muatakhiran data se$cara be$rkala se$bagai dasar pe$nyusunan 

re$ncana program/ke$giatan pe$nce$gahan stunting tahun be$rikutnya. 

Dari pe$nje$lasan diatas dapat ditarik ke$simpulan, untuk me$nurunkan kasus 

stunting di Indone$sia maka harus dimulai dari de$sa te$rle$bih dahulu. De$sa 

dibe$rikan hak se$rta ke$we$nangan untuk me$nangani kasus stunting se$suai de$ngan 

pe$doman yang sudah dibe$rikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Je$nis pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian De$skriptif de$ngan pe$nde$katan kualitatf. 

Pe$ne$litian kualitatif me$rupakan pe$ne$litian yang dimaksudkan untuk me$mahami 

fe$nome$na te$rte$ntu. Fe$nome$na ini dapat be$rupa se$suatu hal yang dialami ole$h 

subje$k pe$ne$litian se$pe$rti pe$rilaku, pe$rse$psi, motivasi, tindakan dan se$bagainya 

yang se$cara holistik dide$skripsikan dalam be$ntuk kata-kata yang me$nggambarkan 

kondisi apa adanya. Data yang dipe$role$h te$rse$but diolah de$ngan me$nggunakan 

me$tode$ kualitatif, de$ngan analisis data be$rsifat induktif/kualitatif. Hasil pe$ne$litian 

kualitatif ini le$bih me$ne$kankan makna daripada ge$ne$ralisasi (Mouwn E$rland, 

2020). 

Me$nurut Cre$swe$ll (2016), pe$ne$litian kualitatif me$rupakan me$tode$-me$tode$ 

untuk me$nge$ksplorasi dan me$mahami makan yang ole$h se$jumlah individu dan  

ke$lompokorang yang dianggap be$rasal dari masalah sosial atau ke$manusiaan 

(Saputra dan Ali, 2020). Me$tode$ pe$ne$litian kualitatif de$ngan pe$nde$katan 

de$skriptif dapat dilakukan se$cara inte$nsif. Pe$ne$liti ikut be$rpartisipasi di lapangan 

me$ncatat se$cara de$tail apa yang te$rjadi, me$lakukan analisis re$fle$ktor te$rhadap 

dokume$n yang di te$mukan di lapangan, ke$mudian me$nde$skripsikan atau 

me$nggambarkan dalam be$ntuk laporan pe$ne$litian. 
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Me$nurut Arikunto pe$ne$litian de$skriptif tidak dimaksudkan untuk me$nguji 

hipote$sis te$rte$ntu te$tapi, hanya me$nggambarkan apa adanya te$ntang suatu ge$jala 

atau ke$adaan (Arikunto,2014).  

Be$rdasarkan pe$nje$lasan diatas maka pe$ne$liti me$nggunakan me$tode$ de$skriptif. 

Me$lalui me$tode$ ini, diharapakan pe$nulis me$ndapatkan makna se$rta gambaran 

te$ntang pe$ranan Pe$me$rintah De$sa Raya dalam me$nanggulangi masalah stunting. 

3.2 Kerangka Konsep 

Dalam pe$ne$litian me$nge$nai imple$me$ntasi ke$bijakan pe$nanggulangan stunting, 

untuk me$nge$tahui bagaimana imple$me$ntasi ke$bijakan de$ngan me$nggunakan Te$ori 

Sore$n C. Winte$r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambat 3.1Kerangka Konsep 
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PERATURAN BUPATI 
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2. Perilaku birokrasi 

level bawah 
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sasaran 

Percepatan penurunan 

stunting terintegrasi 



24 
 

 
 

3.3 Defenisi Konsep 

De$fe$nisi konse$p me$rupakan pe$nje$lasan te$ntang suatu konse$p yang be$rsifat 

te$oritis. De$finisi ini me$ngacu pada pe$nge$rtian yang be$rasal dari lite$ratur atau 

te$ori-te$ori yang re$le$van de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan (Sugiyono,2015). 

De$finisi konse$ptual be$rfungsi untuk me$mbe$rikan pe$mahaman yang le$bih 

me$ndalam dan me$nye$luruh me$nge$nai konse$p yang akan dite$liti, se$rta 

me$mbe$dakannya dari de$finisi ope$rasional yang be$rsifat le$bih konkre$t dan te$rukur. 

Untuk dapat me$ne$ntukan batasan yang le$bih je$las agar le$bih me$nye$de$rhanakan 

pe$mikiran atas masalah yang se$dang pe$nulis te$liti, maka pe$ne$liti me$nggambarkan 

konse$p-konse$p yang digunakan se$suai de$ngan te$ori imple$me$ntasi ke$bijakan 

me$nurut Sore$n C.Winte$r antara lain: 

1. Pe$rilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and 

inte$rorganizational be$havior) Dime$nsinya yaitu komitme$n dan koordinasi:  

a. komitme$n yaitu ke$se$pakatan be$rsama de$ngan instansi te$rkait dalam 

me$njaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada. 

b. Koordinasi yaitu dilakukan baik dalam hal pe$ngambilan ke$putusan 

te$rutama dalam pe$nye $diaan data dan informasi maupun pe$laksanaan 

ke$giatan. 

2. Pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah (Stre$e$t Le$ve$l bure$aucratic be$havior) 

Pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah dime$nsinya yaitu diskre$si. Diskre$si adalah 

ke$mampuan untuk me$laksanakan dan me$njalankan program-program 
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se$bagai ke$putusan pe$nting de$ngan me$nggunakan pe$ngaruh yang le$bih 

dominan diluar ke$we$nangan formal. 

3. Pe$rilaku ke$lompok sasaran (targe$t group be$havior) 

a. Re$spon positif yang me$ndukung antusias untuk be$rpartisipasi te$rhadap 

ke$bijakan yang dise$le$nggarakan. 

b. Re$spon ne$gatif yaitu adanya pe$nolakan atau kritik te$rhadap ke$bijakan 

yang dise$le$nggarakan. 

 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kate$gorisasi me$nunjukkan bagaimana caranya me$ngukur suatu variabe$l 

pe$ne$litian se$hingga dapat dike$tahui de$ngan je$las apa yang me$njadi kate$gorisasi 

pe$ne$litian pe$ndukung untuk analisis variabe$l te$rse$but. 

Adapun kate$gorisasi dari variabe$l pe$ne$litian ini adalah: 

1. Adanya komitme$n dan koordinasi antar organisasi yang te$rlibat dalam 

imple$me$ntasi ke$bijakan. 

2. Adanya hubungan dan ke$rjasama antar organisasi yang be$rbe$da dalam 

prose$s imple$me$ntasi ke$bijakan. 

3. Adanya re$spon pe$jabat birokrasi le$ve$l bawah yang langsung te$rlibat 

dalam pe$laksanaan ke$bijakan. 

4. Adanya re$spon dan re$aksi dari ke$lompok individu yang me$njadi sasaran 

ke$bijakan. 
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3.5 Informan atau Narasumber 

Informan pe$ne$litian adalah orang yang dimanfaatkan untuk me$mbe$rikan 

informasi te$ntang situasi dan kondisi te$rhadap yang dite$liti. Pe$ne$ntuan informan 

dilakukan se$cara purposive$ sampling. Purposive$ sampling adalah je$nis sampe$l 

nonprobabilitas yang mana tujuan utamanya me$mbe$ntuk sampe$l se$cara rasional 

dan dapat me$wakili populasi sampe$l. Purposive$ sampling juga dike$nal de$ngan 

se$butan se$le$ctive$ sampling dimana pe$ne$liti me$milih se$ndiri informan yang 

dianggap le$bih banyak me$nge$tahui te$ntang masalah yang dite$liti. 

Tabel 3.1 Nama dan Informasi Narasumber 

No. Nama Inisial  Jabatan 

1. Aminta Ke$tare$n AN Ke$pala De$sa Raya, Kabupate$n 

Karo 

2. Nanda Ke$tare$n NK Ke$tua Tim Pe$rce$patan Stunting 

De$sa Raya 

3. Re$ndra Br Se$mbiring RS Bidan Posyandu De$sa Raya, 

Kabupate$n Karo 

4. Rini R Ibu dari anak yang stunting  

5. Siti SM Ibu dari anak yang stunting 

6. Le$ni L Masyarakat 

7. Kore$nti  K Masyarakat 

Sumbe$r Analis Pe$ne$litian 2025 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun te$knik pe$ngumpulan data dalam pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$rikut :  
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a. Obse$rvasi  

Obse$rvasi dilakukan de$ngan me$ngumpulkan data de$ngan cara 

me$lakukan pe$ngamatan se$cara langsung di lapangan te$rhadap obje$k 

yang yang di te$liti. Se$sudah itu, pe$ne$liti me$nganalisis dan me$mahami 

be$rbagai ge$jala yang be$rsangkutan de$ngan obje$k pe$ne$litian yang akan 

dilaksanakan. 

b. Wawancara  

Me$tode$ wawancara me$libatkan inte$raksi dan komunikasi langsung 

antara pe$ne$liti dan re$sponde$n untuk me$mpe$role$h informasi yang 

re$le$van, di mana pe$ne$liti me$ngajukan pe$rtanyaan ke$ re$sponde$n dan 

ke$mudian re$sponde$n me$njawab se$cara lisan.  

c. Dokume$ntasi  

Dokume$ntasi de$ngan me$ngumpulkan data de$ngan me$ngkaji dokume$n-

dokume$n baik be$rupa pe$raturan atau pasal maupun buku re$fe$re$nsi yang 

be$rsangkutan de$ngan pe$ne$litian ini guna me$le$ngkapi data-data yang 

dipe$rlukan te$rkait imple$me$ntasi ke$bijakan pe$nanggulangan stunting. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Te$knis analisis data ini adalah kualitatif. Pe$ne$litian ni me$nggambarkan atau 

me$nde$skripsikan Bagaimana Imple$me$ntasi Ke$bijakan  Pe$nanggulangan Stunting 

Di De$sa Raya Kabupate$n Karo. Te$knik analisis dalam pe$ne$litian ini adalah 

se$bagai be$rikut :  
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a. Re$duksi data  

Tahap re$duksi data dalam pe$ne$litian ini yaitu pe$rumusan dan 

pe$nye $de$rhanaan dari catatan-catatan yang dipe$role$h dari lapangan. 

Re$duksi data me$njadi be$ntuk analisis yang me$ngarahkan, me$nggolongkan 

dan me$mbuang hal-hal yang tidak pe$rlu se$rta me$ngorganisasi dating 

de$ngan cara yang se$bagaimana me$stinya, se$hingga ke$simpulan akhirnya 

dapat ditarik data untuk dive$rifikasi.  

b. Pe$nyajian data  

Pe$nyajian data ini te$rkait de$ngan me$ngumpulkan informasi se$cara te$rsusun 

yang dapat me$mbe$rikan ke$mungkinan adanya dalam pe$narikan 

ke$simpulan dari pe$ne$liti saat me$ngambil tindakan. De$ngan be$gitu akan 

me$mbantu se$hingga mudah me$mahami hal-hal yang akan te$rjadi dan yang 

harus dilakukan pe$ne$litian te$rkait tindakan dalam me$nganalisis ataukah 

me$ngambil tindakan be$rdasarkan pe$mahaman yang didapatkan dari 

pe$nyajian-pe$nyajian te$rse$but.  

c. Pe$narikan ke$simpulan  

Pada tahap ini pe$nulis me$narik ke$simpulan dan ve$rifikasi, Adapun 

ke$simpulan yang akan dike$mukakan pe$rlu dive$rifikasi be$rdasarkan bukti-

bukti yang se$suai dan konsiste$n pada saat dilakukan pe$ne$litian dalam 

pe$ngumpulan data. Ke$simpulan yang dike$mukakan me$rupakan 

ke$simpulan yang kre$dibe$l apabila te$lah me$lalui prose$s ve$rifikasi. 
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3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi pe$ne$litian adalah suatu te$mpat yang akan dite$liti dalam me$ncari dan 

me$ngumpulkan data yang dibutuhkan saat me$lakukan pe$ne$litian. Adapun te$mpat 

yang akan dijadikan te$mpat pe$ne$litian ini dilakukan adalah di De$sa Raya, 

Ke$camatan Be$rastagi, Kabupate$n Karo. 

Waktu yang digunakan pada pe$ne$litian ini, dilaksanakan se$jak tanggal 

diizinkan pe$ne$litian dalam kurun waktu le$bih dari 2 bulan yaitu bulan Fe$bruari-

Mare$t 2025 yang me$liputi pe$nyajian data dalam be$ntuk skripsi dan pada saat 

prose$s bimbingan be$rlangsung. 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

De$sa Raya adalah salah satu de$sa yang te$rle$tak di Ke$camatan Be$rastagi, 

Kabupate$n Karo, Provinsi Sumate$ra Utara, Indone$sia. De$sa ini me$miliki luas 

wilayah se$kitar 712 km² dan jumlah pe$nduduk se$kitar 2.500 jiwa (be$rdasarkan 

data te$rbaru). De$sa ini me$rupakan bagian dari kawasan yang kaya akan budaya 

dan tradisi Karo, de$ngan mayoritas pe$nduduknya be$rasal dari suku Karo. Bahasa 

Karo diale$k Gugung adalah bahasa yang umum digunakan ole$h masyarakat 

se$te$mpat. 

Se$bagian be$sar pe$nduduk De$sa Raya be$ke$rja di se$ktor pe$rtanian. Me$re$ka 

me$nge$lola lahan untuk me$nanam be$rbagai je$nis sayur dan buah-buahan, se$pe$rti 

je$ruk, tomat, ke$ntang, dan kol. Hasil pe$rtanian ini tidak hanya me$me$nuhi 

ke$butuhan lokal te$tapi juga dipasarkan ke$ be$rbagai dae$rah di Indone$sia, bahkan 
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die$kspor ke$ ne$gara te$tangga se$pe$rti Singapura dan Malaysia. Se$lain itu, se$ktor 

pariwisata juga me$njadi salah satu sumbe$r pe$nghasilan utama bagi masyarakat 

De$sa Raya. Salah satu de$stinasi wisata yang te$rke$nal di de$sa ini adalah Taman 

Se$ribu Bunga, yang dike$lola ole$h Badan Usaha Milik De$sa (BUMDe$s) Arih 

E$rsada. Te$mpat ini me$nawarkan pe$mandangan indah de$ngan ribuan bunga 

be$rwarna-warni, udara se$juk, dan fasilitas se$pe$rti are$a parkir, kios suve$nir, te$mpat 

makan, se$rta spot foto yang me$narik. 

Se$lain pe$rtanian dan pariwisata, be$be$rapa pe$nduduk De$sa Raya juga be$ke$rja 

se$bagai pe$dagang, pe$ngrajin, dan te$naga ke$rja di se$ktor jasa. Ke$hidupan 

masyarakat di de$sa ini sangat e$rat de$ngan tradisi dan budaya Karo, yang te$rce$rmin 

dalam be$rbagai acara adat, se$pe$rti pe$sta pe$rnikahan, upacara ke$matian, dan 

pe$rayaan hari be$sar ke$agamaan. Mayoritas pe$nduduk De$sa Raya me$me$luk agama 

Kriste$n, diikuti ole$h Islam, Buddha, Hindu, dan ke$pe$rcayaan lainnya, yang 

me$nce$rminkan ke$be$ragaman dan tole$ransi di de$sa ini. 

De$sa Raya juga me$miliki pote$nsi be$sar untuk te$rus be$rke$mbang, baik dalam 

se$ktor e$konomi maupun pariwisata. De$ngan lokasinya yang strate$gis, hanya 

se$kitar 15 me$nit dari pusat kota Be$rastagi, de$sa ini mudah diakse$s ole$h wisatawan 

lokal maupun mancane$gara. Pe$me$rintah de$sa be$rsama masyarakat se$te$mpat te$rus 

be$rupaya me$ningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk me$ndukung pe$rtumbuhan 

e$konomi dan ke$se$jahte$raan masyarakat. 
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Gambar 3.2 Peta Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini me$mbahas dan me$nyajikan data yang te$lah didapat dari hasil 

pe$ne$litian di lapangan atau yang dike$nal de$ngan pe$nde$katan kualitatif yaitu data 

yang dipe$role$h de$ngan cara tanya jawab de$ngan narasumbe$r yang be$rwe$nang 

untuk me$njawab pe$rtanyaan yang ke$mudian dapat ditarik ke$simpulan be$rdasarkan 

data yang dipe$role$h pe$ne$liti yang ada di lapangan me$lalui wawancara se$cara 

langsung ole$h be$be$rapa informan di De$sa Raya 

4.1.1 Perilaku organisasi dan antar organisasi  

Pe$rilaku orgnisasi dan antar organisasi adalah sikap pe$me$rintah dalam 

me$ngimple$me$ntasikan ke$bijakan pe$nanggulangan stunting di De$sa Raya 

Kabupate$n Karo. Adapun dime$nsi pe$rilaku hubungan antarorganisasi adalah 

komitme$n dan koordinasi antar organisasi. 

a) Komitme$n 

Komitme$n adalah ke$se$pakatan be$rsama de$ngan instansi te$rkait dalam 

me$njaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang be$rkaitan de$ngan 

pe$laksana ke$bijakan pe$nanggulangan stunting di De$sa Raya Kabupate$n Karo. 

Te$ntunya hal ini tidak mudah untuk me$njaga stabilitas jaringan yang dimaksud, 

kare$na adanya ke$pe$ntingan yang be$rbe$da-be$da yang die$mban ole$h masing-masing 

instansi te$rlibat. Ole$h kare$na itu komitme$n me$rupakan hal yang sangat pe$nting 
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untuk me$ncapai tujuan dari ke$bijakan pe$nagnggulangan stunting di De$sa Raya 

Kabupate$n Karo. 

Be$rdasarkan hasil wawancara de$ngan Ke$pala De$sa Raya Kabupate$n Karo, 

Bapak Aminta Ke$tare$n pada 5 Mare$t 2025 be$liau me$ngatakan imple$me$ntasi 

ke$bijakan stunting dari se$gi te$rarah (inte$rve$nsi spe$sifik) se$cara langsung me$mang 

dilakukan di de$sa, kami me$lakukan be$be$rapa program se$pe$rti me$mbe$rikan 

Program Makanan Tambahan (PMT). Programnya itu kami be$rkomitme$n de$ngan 

me$libatkan dinas ke$se$hatan, puske$smas, Tim Pe$rce$patan Pe$nurunan Stunting 

(TPPS ) Ke$pala Ke$se$jahte$raan Masyarakat, dan juga masyarakat.  

Be$rdasarkan hasil wawancara di atas dapat dike$mukakan bahwa ,Pe$me$rintah 

De$sa Raya dalam imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa dalam me$nanggulangi 

stunting me$libatkan be$be$rapa pihak te$rkait se$pe$rti Dinas Ke$se$hatan, Puske$smas, 

Tim Pe$rce$patan Pe$nurunan Stunting (TPPS ), Ke$pala Ke$se$jahte$raan Masyarakat 

dan juga masyrakat itu se$ndiri, hal ini me$nunjukkan bahwa pe$me$rintah de$sa 

me$miliki komitme$n yang kuat dalam me$nanggulangi pe$rmasalahan stunting di 

De$sa Raya. Ke$mudian dalam wawancara di atas, dapat dilihat juga bahwa 

inte$rve$nsi spe$sifik dilakukan pada tingkat mayarakat se$nsitif, te$kanan pada 

pe$nde$katan dan ke$rjasama yang baik. Dimana yang dimaksud komitme$n adalah 

me$lakukan ke$rjasama dalam me$nanggulangi stunting di De$sa Raya de$ngan 

be$be$rapa pihak te$rkait. 

Lanjut hasil wawancara de$ngan Ke$pala De$sa Raya me$ngatakan be$liau 

me$ngatakan kami juga be$rkomitme$n ke$pada masyrakat de$ngan me$lakukan 
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be$be$rapa langkah-langkah dalam me$nanggulangi stunting yaitu de$ngan 

me$me$be$rikan sosialisasi, advokasi dan PMT ke$pada masyarakat te$rkait 

bagiamana me$nganggulangi stunting dan juga se$tiap masyrakat pe$ndatang yang 

tinggal di kawasan De$sa Raya kami te$tap me$mbe$rikan pe$rhatian, ke$mudian 

ke$de$pannya kita akan me$mbe$ntuk de$sa nol stunting, yang artinya diharapkan 

ke$de$pan tidak ada lagi yang te$rke$na stunting di de$sa ini. 

Be$rdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pe$me$rintah 

De$sa Raya me$nunjukkan komitme$n yang kuat ke$pada masyarakat de$ngan 

langkah-langkah yang kogkrit dalam me$nanggulangi masalah stunting. Me$lalui 

wawancara di atas, Ke$pala De$sa Raya me$nje$laskan bahwa tindakan yang diambl 

dalam me$nanggulangi stunting yaitu de$ngan me$lakukan sosialisasi, advokasi, 

se$rta me$me$be$rikan PMT. Pe$me$rintah De$sa Raya juga me$me$be$rikan pe$rhatian 

ke$pada masyrakat pe$ndatang yang te$rmasuk ke$ dalam kate$gori stunting se$hingga 

re$ncana De$sa Raya nol stunting akan te$rcapai. 

b) Koordinasi 

Koordinasi adalah upaya me$nye$laraskan dan me$ngarahkan be$rbagai ke$giatan 

antar pihak untuk me$ncapai tujuan be$rsama. Dalam imple$me$ntasi ke$bijakan, 

koordinasi antar organisasi me$njadi faktor pe$nting yang me$ne$ntukan ke$be$rhasilan, 

se$hingga ke$rja sama yang te$rkoordinasi sangat dipe$rlukan. Koordinasi ini 

me$ncakup baik pe$ngambilan ke$putusan, te$rutama dalam hal pe$nye$diaan data dan 

informasi, maupun pe$laksanaan ke$giatan di lapangan. 
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Be$rdasarkan hasil wawancara de$ngan Ke$pala De$sa Raya me$ngatakan bahwa 

kami te$lah be$rkoordinasi de$ngan yang te$rkait se$pe$rti Dinas Ke$se$hatan, posyandu, 

Tim Pe$rce$patan Pe$nurunan Stunting (TPPS). Dimana koordinasi yang dilakukan 

sangat te$rarah se$mua saling be$ke$rjasama baik, baik itu dalam hal pe$ngambilan 

ke$putusan dan juga pe$laksanaan ke$giatan”. 

Dari hasil wawancara di atas dapat dike$mukakan bahwa Pe$me$rintah De$sa 

Raya te$lah me$lakukan koordinasi inte$nsif de$ngan pihak te$rkait, yaitu Dinas 

Ke$se$hatan, Posyandu dan Tim Pe$rce$patan Pe$nurunan Stunting (TPPS), dalam 

upaya me$nanggulangi masalah stunting. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk 

me$ningkatkan e$fe$ktivitas dalam pe$laksanaan ke$bijakan pe$ran de$sa yang be$rtujuan 

untuk me$ngurangi angka stunting te$rutama di de$sa. Me$lalui kolaborasi yang 

te$rstruktur dan te$rarah, diharapkan dapat me$nciptakan sine$rgi antara pihak instansi 

te$rkait se$hingga upaya pe$nce$gahan dan pe$nanggulangan stunting dapat dilakukan 

se$cara kompe$re$nsif dan e$fe$sie$n. De$ngan de$mikian,angka stunting di de$sa dapat 

turun se$cara signifikan. 

Lanjut hasil wawancara de$ngan ke$tua Tim Pe$rce$patan Pe$nurunan Stunting 

(TPPS), Bapak Nanda Ke$tare$n 6 Mare$t 2025 be$liau me$ngatakan bahwa: Kami 

juga me$lakukan re$mbuk stunting de$ngan pihak te$rkait dan juga sosialisasi ke$pada 

masyrakat, dalam ke$giatan ini kami me$ndiskusikan bagaimana agar stunting di 

De$sa Raya bisa be$rkurang, kare$na banyaknya pe$ndatang yang tinggal se$me$ntara 

waktu atau hanya be$be$rapa bulan saja, me$mbuat kami te$rkadang ke$sulitan untuk 

me$mantau bagaimana pe$rke$mbangan anak yang te$rke$na stunting namun kami 

te$tap me$njalankan tugas kami se$bagimana me$stinya”. 
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Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Pe$me$rintah de$sa de$ngan 

pihak te$rkait me$lakukan ke$giatan Re$mbuk Stunting guna untuk me$nyusun strate$gi 

dalam me$nanggulangi kasus stunting. Ke$sulitan yang dihadapi adalah banyak 

masyrakat pe$ndatang yang tidak me$ne$tap dalam jangka waktu yang lam se$hingga 

data stunting sulit untuk dipe$rbaharui. Namun hal ini tidak me$njadi hambatan 

yang be$rarti bagi Pe$me$rintah De$sa dan Instansi te$rkait, me$re$ka te$tap me$njalakan 

pe$rannya se$pe$rti me$mbe$rikan arahan se$rta advokasi ke$pada masyrakat bagaimana 

pe$nce$gahan stunting dapat dilakukan. Langkah-langkah yang strate$gis dapat 

me$naggulangi stunting  di De$sa Raya. Dalam hal ini pihak instansi yang te$rkait 

aktif be$rpartisipasi dalam imple$me$ntasi ke$bijakan-ke$bijakan pe$nanggulangan 

stunsting. Koordinasi yang te$rarah dan sine$rgi yang kuat antara be$rbagai pihak 

yang te$rcipta, me$mumgkinkan pe$ngambilan ke$putusan yang e$fe$ktif se$rta 

pe$laksanaan ke$giatan yang te$rarah de$ngan baik dapat me$ngatasi masalah stunting 

se$cara me$nye$luruh. 

Dari hasil obse$rvasi pe$ne$le$ti di lapangan dite$mukan bahwa Pe$me$rintah De$sa 

Raya me$mang te$rus me$lakukan upaya yaitu de$ngan me$lakukan sosialisasi dan 

avdokasi ke$pada masyrakat untuk me$mbe$rikan pe$ngarahan se$rta pe$mantauan agar 

angka stunting di De$sa Raya dapat be$kurang. Te$tapi me$lalui upaya yang te$lah 

dilakukan sayangnya pe$ndataan kasus stunting di De$sa Raya tidak dipe$rbaharui 

se$hingga sulit me$lihat apakah stunting di De$sa Raya sudah te$ratasi atau tidak. 
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4.1.2 Perilaku birokrat level bawah  

Pe$rilaku birokrasi tingkat bawah, khusunya dalam hal diskre$si me$rupakan 

faktor pe$nting yang me$mpe$ngaruhi imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa dalam 

inte$rve$nsi pe$nurunan stunting di De$sa Raya. Se$cara umum, diskre$si dapat 

dipahami se$bagai ke$mampuan untuk me$ngambil ke$putusan pe$nting dalam 

pe$laksanaan ke$bijakan de$ngan me$nggunakan pe$ngaruh yang me$lampaui 

ke$we$nangan formal. Se$pe$rti yang dije$laskan ole$h Lipsky (1980) dalam Parawangi 

(2011), imple$me$ntasi ke$bijakan kadang kala me$libatkan pe$nyimpangan dari tugas 

re$smi untuk le$bih me$ngutamakan hubungan de$ngan masyarakat saat 

me$nyampaikan ke$bijakan. Ole$h kare$na itu, birokrasi tingkat bawah me$mainkan 

pe$ran pe$nting dalam imple$me$ntasi ke$bijakan publik, de$ngan kine$rja yang 

ce$nde$rung se$jalan de$ngan standar ke$bijakan yang re$le$van de$ngan aktivitas 

me$re$ka. 

Se$lanjutnya pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah yang dimaksud disini adalah 

ke$mampuan posyandu de$sa dalam me$njalankan ke$bijakan pe$nanggulangan 

stunting di De$sa Raya. Ke$mampuan Posanyu De$sa se$bagai imple$me$ntor ke$bijakan 

pe$nanggulangan stunting di De$sa Raya sudah me$rupakan ke$te$tapan dalam 

ke$bijakan ini. 

Be$rdasarkan hasil wawancara de$ngan ke$pala bidan Posyandu De$sa Raya, Ibu 

Re$ndra Se$mbiring pada 5 Mare$t 2025 be$liau me$ngatakan bahwa: Se$luruh ke$giatan 

yang dilakukan ole$h posyandu  me$rupakan imple$me$ntasi dari ke$bijakan yang 

dite$tapkan ole$h Bupati Karo dan juga ke$putusan dari Dinas Ke$se$hatan Kabupate$n 
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Karo. Program-program yang dijalankan untuk me$ngatasi masalah stunting 

me$liputi de$te$ksi dini, pe$me$riksaan tumbuh ke$mbang anak di Posyandu, 

pe$me$riksaan rutin bulanan, te$rmasuk pe$mbe$rian makanan pe$ndamping ASI, 

vitamin, pe$nimbangan be$rat badan, se$rta pe$ngukuran tinggi badan anak. Se$lain 

itu, te$rdapat ke$las ibu balita, pe$nyuluhan ke$pada ibu balita te$ntang pe$ntingnya 

me$nangani stunting se$jak dini, dan kunjungan langsung ke$ rumah balita yang 

me$ngalami stunting.” 

Be$rdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa se$luruh program 

yang dilaksanakan ole$h Posyandu adalah wujud imple$me$ntasi ke$bijakan yang 

dirancang ole$h Bupati Karo. Dalam upaya me$ngatasi stunting, Posyandu De$sa 

Raya me$laksanakan be$rbagai ke$giatan, mulai dari de$te$ksi dini untuk me$mbe$rikan 

inte$rve$nsi ce$pat, pe$me$riksaan rutin tumbuh ke$mbang anak di Posyandu, hingga 

e$dukasi ke$pada ibu balita me$lalui ke$las te$ntang gizi, pola makan se$hat, dan 

pe$rawatan anak. Se$lain itu, dilakukan kunjungan ke$ rumah balita pe$nde$rita 

stunting guna me$mbe$rikan dukungan dan pe$mantauan langsung. Se$rangkaian 

program ini me$nce$rminkan komitme$n Posyandu de$sa, Pe$me$rintah De$sa, dan 

Dinas Ke$se$hatan Kabupate$n Karo dalam me$mbe$rikan pe$layanan ke$se$hatan yang 

holistik dan te$rinte$grasi. Ke$rjasama e$rat antara Posyandu De$sa dan Pe$me$rintah 

De$sa me$njadi faktor pe$nting dalam upaya me$nurunkan angka stunting dan 

me$ningkatkan ke$se$jahte$raan anak di De$sa Raya. 

Be$rdasarkan hasil obse$rvasi, dite$mukan bahwa pe$laksanaan ke$bijakan 

pe$nanggulangan stunting ole$h Posyandu De$sa Raya me$libatkan indikator pe$rilaku 

birokrasi tingkat bawah dalam dime$nsi diskre$si. Pe$nde$katan ini be$rtujuan agar 
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ke$bijakan pe$nanggulangan stunting dapat te$tap be$rlanjut dan me$ncapai hasil yang 

diinginkan. Salah satu contohnya adalah ke$giatan yang dilakukan Posyandu, 

se$pe$rti sosialisasi te$ntang stunting, pe$me$riksaan ke$se$hatan ibu dan anak, ke$las ibu 

balita, se$rta kunjungan langsung ke$ rumah balita yang te$rdampak stunting. 

Namun, me$skipun be$rbagai upaya te$lah dilakukan, angka stunting di De$sa Raya 

tidak se$pe$nuhnya be$rhasil dite$kan, se$suai de$ngan data yang dipe$role$h pe$ne$liti 

yang dirilis ole$h e$-se$pe$sikap stunting te$rcatat bahwa Kabupate$n Karo, dari tahun 

2014 hingga 2023, pe$rse$ntase$ stunting me$nunjukkan pe$rubahan signifikan. Pada 

tahun 2021, angka stunting te$rcatat se$be$sar 17,18%, me$nurun me$njadi 16,26% 

pada tahun 2022, dan ke$mbali me$nurun se$cara signifikan me$njadi 8,88% di tahun 

yang sama. Namun, te$rdapat ke$se$njangan data yang me$ncolok antara hasil Surve$y 

Status Gizi Indone$sia (SSGI) dan data dari e$PPGBM.  

4.1.3. Perilaku kelompok sasaran 

Salah satu faktor yang me$me$ngaruhi ke$be$rhasilan ke$bijakan pe$nanggulangan 

stunting di De$sa Raya adalah pe$rilaku dari ke$lompok sasaran, yang me$ncakup 

re$spons positif maupun ne$gatif. Pe$rilaku ini me$nggambarkan tanggapan 

masyarakat te$rhadap para pe$laksana ke$bijakan, yang be$rkaitan de$ngan kine$rja 

pe$me$rintah. Dalam konte$ks ini, masyarakat yang te$rdampak kasus stunting di 

De$sa Raya me$mbe$rikan re$spons te$rhadap upaya pe$nanggulangan stunting yang 

te$lah dijalankan ole$h Pe$me$rintah De$sa Raya. 

Be$rdasarkan hasil wawancara de$ngan Ibu dari Anak Pe$nde$rita Stunting, Rini 

pada tanggal 5 Mare$t me$ngatakan bahwa “saya se$bagai ibu, me$rasa sangat 
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te$rbantu de$ngan adanya ke$bijakan ini, se$be$lumnya saya tidaktahuapaitu stunting 

yang saya tahu hanya tubuh anak saya tidak sama de$ngan anak se$usianya. Bidan 

se$ring datang ke$rumah untuk me$lihat pe$rke$mbangan anak saya” 

Dari hasil wawancara di atas dapat dike$mukakan bahwa, orang tua anak 

pe$nde$rita stunting sangat te$rbantu de$ngan adanya ke$bijakan pe$ran de$sa dalam 

pe$nanggulangan stunting yang diimple$me$ntasikan me$lalui posyandu de$sa. De$ngan 

adanya kontrol pe$rtumuhan dan pe$rke$mbangan yang te$ratur, orang tua me$rasa 

le$bih te$nang dan yakin bahwa anaknya me$ndapatkan pe$rawat yang te$pat. Dapat 

dilihat bahwa ke$bijakan ini tidak hanya mampu me$ngatasi masalah me$dis 

saja,ke$bijakan ini juga mampu me$mbe$rikan dukungan e$mosional bagi orang tua. 

Lanjut hasil wawancara de$ngan Ibu dari Anak Pe$nde$rita Stunting Ibu Siti 

me$ngatakan pada 6 Mare$t be$liau bahwa: “se$lain itu saya juga jadi tahu bagaimana 

cara untuk me$me$nuhi gizi yang baik untuk anak saya, kalau misal saya akan 

me$ngandung lagi saya jadi paham untuk me$nghindari stunting saya juga harus 

me$njaga pola makan untuk gizi yang baik sampai pada saat anak umur 2 tahun. 

Hasil wawancara me$nunjukkan bahwa me$lalui ke$bijakan pe$nanggulangan 

stunting, orang tua dibe$rikan ke$se$mpatan untuk me$mahami pe$ntingnya 

pe$me$nuhan gizi yang te$pat, mulai dari masa ke$hamilan hingga usia anak 

me$ncapai dua tahun. Ke$bijakan ini me$mbantu orang tua me$mpe$role$h wawasan 

te$ntang cara me$nye$diakan nutrisi optimal untuk ke$se$hatan anak, me$nge$nali 

makanan yang kaya gizi, se$rta me$nginte$grasikannya ke$ dalam pola makan harian. 

De$ngan e$dukasi ini, orang tua diharapkan mampu me$ndukung pe$rtumbuhan dan 
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pe$rke$mbangan anak yang me$ngalami stunting, se$hingga anak dapat me$ne$rima 

asupan gizi yang cukup untuk me$ndukung ke$se$hatan dan tumbuh ke$mbangnya. 

Lanjut hasil wawancara de$ngan Masyarakat Le $ni pada 7 Mare$t 2025 yang 

me$ngatakan bahwa:“dari yang saya lihat ank yang te$rdampak stunting disini 

cukup te$rbantu dari program di posyandu untuk balita pe$nde$rita stunting, saya 

lihat biasanya posyandu me$me$brikan susu makanan yang gizinya le$ngkap” 

Be$rdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ke$giatan pe$nyuluhan 

di posyandu sangat be$rmanfaat bagi anak-anak yang me$ngalami stunting. 

Pe$nyuluhan ini me$mbe$rikan e$dukasi yang be$rharga te$ntang nutrisi yang se$suai 

dan cara me$rawat ke$se$hatan balita. De$ngan adanya pe$nyuluhan te$rse$but, orang tua 

dapat me$mahami ke$butuhan gizi anak-anak me$re$ka se$rta langkah-langkah yang 

dipe$rlukan untuk me$me$nuhinya. Ke$bijakan ini me$mungkinkan orang tua untuk 

be$rtindak dan me$ndapatkan dukungan dalam me$mpe$rbaiki status gizi anak 

me$re$ka. Akibatnya, anak-anak me$miliki ke$se$mpatan yang le$bih be$sar untuk 

tumbuh dan be$rke$mbang se$cara optimal, se$hingga risiko stunting di masa de$pan 

dapat be$rkurang. 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil obse$rvasi dan prose$s pe$ngumpulan data se$rta wawancara yang 

dilakukan pe$ne$liti dapat dike$mukakan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa 

dalam inte$rve$nsi pe$nurunan stunting te$rinte$grasi ole$h Pe$me$rintah De$sa Raya tidak 

mampu me$ne$kan angka stunting di De$sa Raya. 
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Dalam pe$ne$litian ini yang me$njadi pe$rmasalahan adalah bagaimana 

imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi pe$nurunan stunting 

te$rinte$grasi ole$h Pe$me$rintah De$sa Raya tidak mampu me$ne$kan angka stunting di 

De$sa Raya. De$ngan pisau analisis be$rdasarkan kajian te$ori Sore$n C.Winte$r yaitu: 

pe$rilaku organisasi dan antar organisasi, pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah, dan 

pe$rilaku ke$lompok sasaran. Pe$mbahasan se$cara rinci akan diuraikan se$bagai 

be$rikut: 

4.2.1 Perilaku organisasi dan antar organisasi, dimensinya komitmen  

dan koordinasi 

a) Komitme$n 

Komite$me$n yaitu ke$se$pakatan be$rsama de$ngan instansi te$rkait dalam me$njaga 

stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada, dalam kaitannya 

de$ngan pe$laksanaan ke$bijkan pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi stunting di De$sa Raya. 

Imple$me$ntasi ke$bijakan me$mbutuhkan hubungan antar organisasi untuk 

me$nciptakan ke$bijakan umum ke$ dalam atauran yang je$las, dan ini be$rlangsung 

se$cara be$rke$lanjutan dalam  prose$s sosial yang dapat me$ngkonve$rsi arah 

ke$bijakan me$lalui tindakan.(winte$r 2003). 

Komitme$n dalam upaya me$ngatasi stunting me$libatkan pe$ran Pe$ran 

Pe$me$rintah De$sa dan Pe$me$rintah Kabupate$n, yang me$nunjukkan de$dikasi 

pe$me$rintah dalam ke$giatan Re$mbuk Stunting untuk me$nangani pe$rsoalan stunting 

de$mi me$ningkatkan ke$se$hatan masyarakat. Re$mbuk Stunting juga be$rfungsi 

se$bagai wadah untuk me$mpe$role$h dukungan komitme$n dari forkopimda dan 

ke$pala OPD dalam me$nurunkan angka stunting. Se$lain itu, ke$giatan ini me$ncakup 
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diskusi dan pe$nandatanganan komitme$n be$rsama guna me$ndukung langkah-

langkah pe$nanggulangan stunting. Kolaborasi antara Pe$me$rintah De$sa dan 

be$rbagai pihak me$ne$gaskan pe$ntingnya aktivitas yang le$bih te$rarah dalam 

me$ngatasi stunting di De$sa Raya. 

Hal ini se$jalan de$ngan Pe$raturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 pasal 5 

te$ntang pe$ran de$sa dalam upaya pe$nurunan stunting te$rinte$grasi di tingkat de$sa. 

Artinya de$sa me$miliki hak dan ke$we$nangan dalam me$mutuskan prioritas se$rta 

alokasi dana de$mi me$ne$kan angka stunting di de$sa. Pe$nguatan ke$le$mbagaan dan 

ke$rja sama antar instansi te$rkait harus dilaksanakan se$suai prose$dur agar tujuan 

yang te$lah dire$ncanakan dapat te$wujud dan te$pat sasaran.  

Me$skipun koordinasi te$lah dilakukan antara pihak-pihak te$rkait, upaya 

te$rse$but be$lum mampu me$mbe$rikan solusi yang e$fe$ktif untuk me$ngatasi masalah 

stunting di De$sa Raya. Kolaborasi yang ada masih kurang optimal, se$hingga 

be$rbagai langkah yang dire$ncanakan be$lum me$nghasilkan dampak yang 

signifikan. Pe$me$rintah De$sa Raya juga me$nghadapi ke$ndala dalam me$ngambil 

ke$putusan yang te$pat te$rkait pe$nanganan stunting. Ke$tidakmampuan ini dapat 

dise$babkan ole$h ke$te$rbatasan sumbe$r daya, kurangnya data yang akurat, atau 

re$ndahnya komunikasi dan sine$rgi antar pihak yang te$rlibat. Ole$h kare$na itu, 

dipe$rlukan pe$rbaikan dalam me$kanisme$ koordinasi dan kolaborasi agar program 

pe$nanggulangan stunting dapat be$rjalan de$ngan le$bih e$fe$ktif dan te$rarah. Se$lain 

itu, pe$me$rintah de$sa pe$rlu me$ningkatkan ke$mampuan dalam pe$re$ncanaan dan 

pe$ngambilan ke$putusan untuk me$mastikan ke$be$rhasilan upaya pe$nurunan angka 

stunting di De$sa Raya. 
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b) Koordinasi 

Koordinasi dilakukan dalam aspe$k pe$ngambilan ke$putusan, te$rmasuk 

pe$nye $diaan data dan informasi, se$rta pe$laksanaan ke$giatan. Dalam konte$ks 

koordinasi, hubungan antara organisasi me$njadi sangat pe$nting dan me$miliki 

dampak signifikan te$rhadap pe$ne$ntuan strate$gi imple$me$ntasi. Pe$laksanaan suatu 

ke$bijakan publik dapat me$libatkan dua atau le$bih organisasi untuk me$ncapainya. 

(Winte$r, 2003). 

Hasil te$muan data yang dite$mukan di lapangan Pe$me$rintah De$sa Raya dan 

Posyandu De$sa se$lalu me$lakukan koordinasi inte$nsif de$ngan pe$me$rintah dae$rah 

baik di tingkat Ke$camatan, Kabupate$n, BKKBN, Dinas Ke$se$hatan se$rta Dharma 

Wanita dalam upaya me$nanggulangi stunting. Adapun Koordinasi yang dilakukan 

me$rupakan Ke$giatan Re$mbuk Stunting yang dihadiri ole$h pihak instansi te$rkait 

dan masyrakat. Namun ke$giatan yang dilakukan masih be$lum bisa me$ngatasi 

masalah stunting di De$sa Raya. 

Namun data yang dite$mukan dari hasil wawancara de$ngan masyrakat 

ke$giatan Re$mbuk Stunting tidak be$gitu inte$ns dilaksanakan. Pe$me$rintah De$sa 

hanya me$lakukan pe$nyuluhan te$ntang stunting. Dan ke$giatan pe$nyuluhan ini juga 

tidak te$rlalu me$ndapatkan antusias dari masyrakat. Hal ini dise$bakan ole$h faktor 

ke$adaan sosial dan e$konomi se$rta ke$te$rbatasan sumbe$r daya manusianya. 

Se$suai de$ngan Pe$raturan Pre$side$n No. 42 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) te$ntang 

Ge$rakan Nasional Pe$rce$patan Pe$rbaikan Gizi yaitu koordinasi pe$rlu dibangun 

untuk dapat me$nyatukan sasaran dan ke$giatan dari unit organisasi yang te$rlibat 
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se$cara pe$raturan. Pe$rce$patan pe$rbaikan gizi se$cara nasional me$rupakan upaya 

be$rsama antara pe$me$rintah dan masyrakat me$lalui pe$nanggulangan partisipasi dan 

ke$pe$dulian pe$mangku ke$pe$ntingan se$cara te$re$ncana dan te$rkoordinasi. 

Prose$s imple$me$ntasi dapat dilakukan me$lalui be$rbagai me$tode$. Salah satu di 

antaranya adalah de$ngan me$me$nuhi imple$me$ntasi ke$bijakan di dalam suatu 

organisasi. Namun, untuk me$ncapai kine$rja imple$me$ntasi yang le$bih e$fisie$n dan 

e$fe$ktif, dibutuhkan komitme$n se$rta koordinasi yang baik antara be$rbagai  

Se$cara ke$se$luruhan dapat disimpulkan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan Pe$ran 

De$sa dalam Inte$rve$nsi stunting dalam indikator pe$rilaku organisasi dan antar 

organisasi yang dime$nsinya komitme$n dan koordinasi be$lum te$rlaksana de$ngan 

baik se$hingga, angka stunting di De$sa Raya be$lum bisa diatasi. 

4.2.2 Perilaku birokrasi level Bawah 

Pe$rilaku birokrasi pada tingkat le$ve$l bawah me$ncakup sikap dan tindakan 

yang diambil dalam pe$laksanaan ke$bijakan pe$nge$mbangan komoditas di kawasan 

strate$gi kabupate$n. Salah satu karakte$ristik utama dari pe$rilaku birokrasi le$ve$l 

bawah adalah adanya diskre$si dalam me$njalankan tugasnya. Se$bagai jabatan yang 

be$rinte$raksi langsung de$ngan masyarakat, birokrasi le$ve$l bawah me$miliki pe$ran 

yang sangat pe$nting dalam imple$me$ntasi ke$bijakan publik. Se$lain itu, kine$rja 

birokrasi pada le$ve$l ini me$nunjukkan konsiste$nsi tinggi te$rhadap standar program 

yang se$suai de$ngan aktivitas yang dilakukan. (Parawangi, 2011) 

Hasil te$muan me$nunjukkan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa dalam 

inte$rve$nsi pe$nurunan stunting di De$sa Raya me$lalui indikator pe$rilaku birokrasi 
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le$ve$l bawah dalam dime$nsi dikre$si yang di tunjukkan ke$pada Posyandu De$sa 

Raya. Hal ini dapat dilihat dari be$be$rapa ke$giatan me$nunjukkan bahwa ke$giatan 

yang yang dilakukan ole$h Posyandu De$sa Raya me$rupakan hasil ke$bijakan dari 

Bupati Karo ke$mudian diskre$si dilakukan untuk me$wujudkan pe$layan publik bagi 

masyrakat yang me$miliki balita yang be$rumur kurang le$bih 2 tahun dan 

khususnya bagi masyrakat yang te$rdampak stunting. Ke$mudian diskre$si ini juga 

dilakukan atas dasar untuk me$nye$le$saikan masalah pe$nting (e$me$rge$ncy) yang 

timbul. 

Hal ini juga se$jalan de$ngan undang-undang nomor 30 tahun 2014 te$ntang 

administrasi pe$me$rintahan dije$laskan bahwa diskre$si adalah ke$putusan dan/atau 

tindakan yang dite$tapkan dan/atau dilaksanakan ole$h pe$jabat pe$me$rintahan dalam 

hal pe$raturan pe$rundang-undangan yang me$mbe$rikan pilihan tidak me$ngatur,tidak 

le$ngkap atau je$las,dan/atau adanya stagnasi pe$me$rintahan. 

Pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah yang dimaksud adalah posyandu hanya dapat 

me$lakukan program yang sudah ada. Posyandu tidak me$miliki ke$mampuan untuk 

me$mpe$ngaruhi se$buah ke$bijakan atau me$mngambil se$buah ke$putusan. Se$hingga 

imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi pe$nurunan stunting yang 

diskre$sinya adalah posyandu, tidak dapat be$rjalan de$ngan baik. Hal ini juga 

me$njadi pe$nye$bab masalah stunting di De$sa Raya be$lum bisa diatasi. 

Ke$mudian data obse$rvasi yang dite$mukan di lapangan te$rdapat ke$se$njangan 

yang signifikan dalam pe$ndataan stunting di Kabupate$n Karo yang te$rmasuk De$sa 

Raya. Pada tahun 2021, angka stunting te$rcatat se$be$sar 17,18%, me$nurun me$njadi 



47 
 

 
 

16,26% pada tahun 2022, dan ke$mbali me$nurun se$cara signifikan me$njadi 8,88% 

di tahun yang sama. Namun, te$rdapat ke$se$njangan data yang me$ncolok antara 

hasil Surve$y Status Gizi Indone$sia (SSGI) dan data dari e$PPGBM.  

Hal ini dapat dilihat juga pada pe$ne$litian se$be$lumnya yaitu Alat ukur yang 

be$lum se$suai de$ngan standard dapat me$njadi faktor pe$nghambat dalam ke$se$hatan. 

Ke$tidakakuratan alat ukur dapat me$nye$babkan data yang tidak valid, ke$salahan 

dalam pe$ngambilan ke$putusan dan pe$nilaian te$rhadap pre$vale$nsi stunting. (Ce$cilia 

dkk, 2024) Maka dapat disimpulkan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan te$ntang pe$ran 

de$sa dalam inte$rve$nsi pe$nurunan stunting dalam dime$nsi diskre$si be$lum be$rjalan 

de$ngan baik. 

4.2.3 Perilaku kelompok sasaran 

Pe$rilaku ke$lompok sasaran me$ncakup dime$nsi re$spons positif dan ne$gatif, 

yang te$rwujud dalam sikap se$rta tindakan yang ditunjukkan se$lama imple$me$ntasi 

ke$bijakan pe$nanggulangan stunting di De$sa Raya. Re$spons te$rse$but diarahkan 

ke$pada ke$lompok sasaran, yaitu masyarakat yang te$rdampak ole$h kasus stunting. 

Dalam imple$me$ntasi ke$bijakan publik, ke$lompok sasaran dapat be$rupa individu, 

organisasi, atau ke$lompok pe$ne$rima manfaat yang tidak hanya dipe$ngaruhi ole$h 

hasil ke$bijakan, te$tapi juga me$miliki pe$ran pe$nting dalam me$me$ngaruhi kine$rja 

pe$laksanaan program me$lalui re$spons yang be$rsifat positif maupun ne$gatif 

(Winte$r, 2003). 

Hasil pe$ne$litian me$nunjukkan bahwa ke$bijakan pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi 

pe$nurunan stunting yang diimple$me$ntasikan ole$h Pe$me$rintah De$sa Raya 
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me$ndapat re$spons positif dari ke$lompok sasaran. Posyandu De$sa Raya me$miliki 

pe$ran yang signifikan dalam me$ndukung ke$bijakan ini de$ngan rutin me$mantau 

pe$rtumbuhan dan pe$rke$mbangan anak-anak yang me$ngalami stunting, guna 

me$njaga kondisi ke$se$hatan ibu dan anak te$tap stabil. Se$lain pe$mantauan, 

Posyandu De$sa Raya juga aktif me$ngadakan ke$giatan pe$nyuluhan, te$rmasuk 

pe$nimbangan be$rat badan se$rta pe$ngukuran anak-anak yang te$rdampak kasus 

stunting. Langkah-langkah te$rse$but dilakukan se$bagai upaya untuk me$ne$kan 

angka stunting yang masih te$rjadi di De$sa Raya. 

Ke$lompok sasaran masyarakat yang te$rdampak stunting me$nunjukkan 

re$spons positif te$rhadap be$rbagai upaya yang dilakukan. Masyarakat juga te$rlihat 

antusias dalam be$rpartisipasi, te$rutama dalam pe$me$riksaan ke$se$hatan dan ke$giatan 

pe$nyuluhan yang diadakan di Posyandu. Ke$giatan pe$nyuluhan ini me$libatkan 

pe$me$riksaan ke$se$hatan yang dilakukan se$cara rutin se$tiap bulan ole$h Posyandu, 

yang be$rtujuan untuk me$mantau dan me$ngontrol pe$rke$mbangan kasus stunting di 

De$sa Raya se$cara ke$se$luruhan. 

Namun, me$skipun be$rbagai upaya te$lah dilakukan ole$h Posyandu, angka 

stunting di masyarakat be$lum me$nunjukkan pe$nurunan yang signifikan. 

Be$rdasarkan data yang dihimpun ole$h pe$ne$liti, te$rdapat 20 balita yang masih 

te$rdampak stunting Posyandu De$sa Raya pada tahun 2023. Kondisi ini 

me$nandakan bahwa me$skipun te$rdapat antusiasme$ dari masyarakat dan ke$giatan 

rutin yang dilaksanakan, masih dipe$rlukan strate$gi tambahan atau pe$ningkatan 

e$fe$ktivitas program agar targe$t pe$ngurangan angka stunting dapat te$rcapai de$ngan 

le$bih optimal di masa me$ndatang. Hal ini juga me$ne$gaskan pe$ntingnya e$valuasi 
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program se$cara me$nye$luruh untuk me$ngide$ntifikasi hambatan dan me$ne$mukan 

solusi yang te$pat. 

Se$lain itu, ke$biasaan masyrakat yang se$ring be$rpindah-pindah te$mpat tinggal 

juga me$njadi salah satu faktor imple$me$ntasi ke$bijakan ini tidak be$rjalan de$ngan 

baik. Kare$na kondisi wilayah di Kabupate$n Karo yang sangat luas me$nye $babkan 

banyak masyrakat yang datang dan pe$rgi dalam waktu yang ce$pat. Se$hingga 

program yang dire$ncanakan tidak dapat be$rjalan de$ngan optimal. Hal ini juga 

didukung pada pe$ne$le$tian se$be$lumnya yaitu, partisipasi masyarakat masih kurang 

aktif atau pasif dalam me$ngikuti program kare$na orang tua yang sibuk be$ke$rja 

atau be$rpindah-pindah te$mpat tinggal se$hingga ini me$njadi ke$ndala dalam 

pe$rce$patan pe$nurunan stunting.(Ce$cilia,dkk, 2024). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian me$nge$nai imple$me$ntasi Pe$raturan Bupati Nomor 

34 Tahun 2021 te$ntang  Pe$ran De$sa dalam Inte$rve$nsi Pe$nurunan Stunting di De$sa 

Raya maka pe$ne$litian ini imple$me$ntasi ke$bijakan te$rse$but be$lum te$rlaksana 

de$ngan baik. Hal ini dipe$ngaruhi ole$h komitme$n dan koordinasi antara 

Pe$me$rintah De$sa dan pihak instansi te$rkait masih be$lum te$rjalin de$ngan baik. 

Ke$mudian pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah juga be$lum mampu me$njalankan 

diskre$si se$bagai pe$ran pe$nting dalam imple$me$ntasi ke$bijakan ini. Dan pe$rilaku 

ke$lompok sasaran yang tidak be$gitu antusias dan koope$ratif te$rhadap ke$bijakan 

ini. Maka dapat disimpulkan se$bagai be$rikut: 

1. Pe$rilaku organisasi dan antar organisasi yang dime$nsinya adalah komitme$n 

dan koordinasi. Komitme$n yang dimaksud adalah pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi 

pe$nurunan stunting. Dan koordinasi adalah ke$gitan Re$mbuk Stunting yang 

dilakukan de$ngan Pe$me$rintah De$sa, Dinas Ke$se$hatan, Tim Pe$rce$patan 

Stunting dan Posyandu De$sa. Namun komitme$n dan koordinasi yang 

dilakukan masih be$lum dapat me$nanggulangi stunting di De$sa Raya 

2. Pe$rilaku birokrasi le$ve$l bawah yaitu pe$ran posyandu yang sangat pe$nting 

dalam imple$me$ntasi ke$bijakan pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi pe$nurunan stunting 

dime$nsinya adalah diskre$si yaitu Posyandu De$sa yang be$lum mampu untuk 
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3. me$mbuat ke$putusan se$hingga ke$bijakan ini be$lum te$rlaksana de$ngan optimal 

yang me$ngakibatkan stunting di De$sa Raya be$lum dapat diatasi. 

4. Pe$rilaku ke$lompok sasaran yaitu re$spon positif dan ne$gatif dari masyrakat 

te$ntang ke$bijkan pe$ran de$sa dalam inte$rve$nsi pe$nurunan stunting. Masyrakat 

me$re$spon ke$bijakan ini de$ngan positif namun ke$te$rbatsan sosial dan e$konomi 

se$rta sumbe$r daya manusia me$nye$babkan stunting tidak dapat se$pe$nuhnya 

diatasi. 

5.2 Saran 

Dari pe$ne$litian ini, pe$nulis me$mbe$rikan saran-saran yang dibutuhkan salam 

me$ngimple$me$ntasikan ke$bijakan Pe$raturan Bupati Karo Nomor 34 te$ntang Pe$ran 

De$sa dalam Inte$rve$nsi Pe$nurunan Stunting di De$sa Raya, yaitu se$bagai be$rikut: 

1. Pe$me$rintah De$sa Raya harus me$ningkatkan komitme$n dan koordinasi antara 

TPPS, Dinas Ke$se$hatan, Posyandu De$sa dan pihak instasi te$rkait se$rta 

me$libatkan masyarakat untuk me$ngatasi masalah stunting. 

2. Me$lakukan pe$latihan khusus pe$nigkatan kualitas SDM ke$pada kade$r poyandu 

dalam me$ngambil ke$putusan te$rutama me$nge$nai inte$rve$nsi pe$nurunan 

stunting. Me$nye $diakan alat ukur stunting yang me$me$nuhi standard se$rta 

me$mbuat re$kam me$dis yang le$bih baik agar catatan ke$se$hatan anak te$tap 

te$rse$dia me$skipun me$re$ka be$rpindah te$mpat tinggal. 

3. Te$tap me$njaga re$spon masyrakat yang positif se$rta me$mbe$rikan dukungan 

baik se$cara me$dis dan e$mosional. 
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